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ABSTRAK 

 

Bantuan timbal balik dalam masalah pidana pada dasarnya muncul 

sebagai upaya dalam mengatasi berbagai kejahatan yang sifatnya lintas batas 

(transnasional), salah satunya perampasan aset hasil korupsi yang dibawa lari 

ke luar yurisdiksi negara terkait. Indonesia mengimplementasikan bantuan 

timbal balik melalui Undang - undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-undang 

Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on 

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Pengertian bantuan timbal balik 

dalam masalah pidana menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, ialah 

permintaan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan Negara Diminta. Walaupun sudah terdapat instrumen 

hukum yang mengaturnya, tetapi masih belum mencukupi untuk menuntaskan 

permasalahan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia karena 

belum spesifik pengaturannya, karena itu, perlu dikaji lebih dalam tentang 

akibat yang ditimbulkan dan pengaruhnya terhadap proses pelaksanaan 

pemindahan aset koruptor tersebut. 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian pustaka (library research) 

dengan melakukan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis 

pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal 

balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters). 

Penulis menggunakan metode analisa kualitatif dengan mengumpulkan data 

sekunder berupa undang - undang, buku, jurnal, dan dokumen - dokumen lain 

yang berkaitan dengan pemindahan aset koruptor. Penelitian ini bersifat 

deskriptif analitik guna menggambarkan kesesuaian proses pemindahan aset 

koruptor dari Singapura ke Indonesia dengan ketentuan peraturan perundangan 

yang ada. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

pemindahan aset koruptor secara umum diawali dengan pelacakan/penelusuran, 

pemblokiran/pembekuan, perampasan, dan pengembalian serta pemindahan 

aset. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, prosedural pengaturan 

pemindahan/perampasan aset hanya terdapat pada Pasal 22 dan Pasal 23. 

Disebutkan bahwa, Jaksa Agung mengajukan permohonan kepada Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku otoritas pusat (central authority) untuk 

meneruskan permintaan bantuan kepada Negara Diminta setelah adanya 

putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu 

amarnya memerintahkan perampasan aset terhadap barang sitaan, pidana denda, 

atau pembayaran uang pengganti kepada Negara Diminta.  

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana, Pemindahan Aset, Singapura 
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ABSTRACK 

 

Reciprocal assistance in criminal matters basically arises as an effort to 

overcome various transnational crimes, one of which is the seizure of assets 

resulting from corruption that is carried out outside the jurisdiction of the 

relevant country. Indonesia implements reciprocal assistance through The Law 

of the Republic of Indonesia Number 1 of 2006 concerning Reciprocal 

Assistance in Criminal Matters and Law of the Republic of Indonesia No. 15 of 

2008 concerning ratification of treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal 

Matters. The definition of reciprocal assistance in criminal matters according to 

Law No. 1 of 2006, is a request for assistance relating to investigation, 

prosecution, and examination at court hearings in accordance with the 

provisions of the State Of Requested legislation. Although there are already 

legal instruments that govern it, but it is still not enough to solve the problem of 

transferring corrupt assets from Singapore to Indonesia because of the specifics 

of the arrangement, therefore, it needs to be examined more deeply about the 

consequences and influence on the process of carrying out the transfer of corrupt 

assets. 

This research is included in library research by taking a normative 

juridical approach to analyze the transfer of corrupt assets from Singapore to 

Indonesia through mutual legal assistance in criminal matters. The author uses 

qualitative analysis method by collecting secondary data in the form of laws, 

books, journals, and other documents related to the transfer of corrupt assets. 

This research is descriptive analytics to describe the suitability of the process of 

transferring corrupt assets from Singapore to Indonesia with the provisions of 

existing laws and regulations. 

Based on the research conducted, it can be concluded that the transfer of 

corrupt assets in general begins with tracking / tracing, blocking / freezing, 

expropriation, and return and transfer of assets. In Law No. 1 of 2006, 

procedural arrangements for the transfer/seizure of assets are only contained in 

Article 22 and Article 23. It is mentioned that, the Attorney General submitted 

an application to the Minister of Law and Human Rights as the central authority 

(central authority) to forward the request for assistance to the Requested State 

after a court ruling that has a permanent legal force that one of its warnings 

ordered the seizure of assets against confiscated goods, criminal fines, or 

payment of replacement money to the Requested State. 

Keywords: Corruption, Mutual Assistance in Criminal Matters, Asset 

Transfer, Singapore 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Tindak pidana korupsi bukan lagi menjadi permasalahan nasional, 

namun sudah merambah menjadi permasalahan global bahkan sudah memasuki 

batas lintas negara. Hal ini ditegaskan dalam alinea keempat Mukadimah 

Konvensi PBB mengenai Anti Korupsi (United Nations Convention Agains 

Corruption/UNCAC) Tahun 2003 bahwa “convinced that corruption is no 

longer a local matter but a transnational pnenomenon that affect all societies 

and economic, making international cooperation to prevent and control it 

esential.” Berdasarkan pernyataan tersebut kita dapat memahami bahwa 

fenomena korupsi sudah menjadi fenomena lintas negara yang berdampak pada 

sosial ekonomi masyarakat dan membutuhkan kerjasama internasional untuk 

mencegah dan memberantasnya.1 

Dalam perkembangannya, tindak pidana korupsi mempunyai kaitan erat 

dengan kejahatan-kejahatan lain yang terorganisasi, khususnya dalam hal 

koruptor menyembunyikan hasil kejahatannya. Tidak sedikit aset negara yang 

dikorup dilarikan dan disimpan di negara-negara maju yang terlindungi oleh 

                                                             
1 Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri   

(Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” Indonesian      

Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 106. 
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sistem hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jadi tidak mudah untuk 

memperolehnya kembali.2 

Sementara itu, disisi lain upaya pemberantasan korupsi yang ada 

haruslah difokuskan kepada tiga isu pokok, yaitu pencegahan (preventif), 

pemberantasan (repressive), dan pengembalian aset korupsi (asset recovery). 

Ketiga hal tersebut menegaskan sebuah pemaknaan bahwa pemberantasan 

korupsi tidak hanya terletak pada upaya pencegahan maupun pemidanaan para 

koruptor saja, tetapi juga meliputi tindakan yang mengharuskan pengembalian 

kerugian keuangan negara akibat dari praktek korupsi tersebut. Kegagalan 

pengembalian aset hasil korupsi dapat mengurangi makna dan pencapaian 

penghukuman terhadap para koruptor.3 

Pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi meliputi aset di dalam 

negeri dan luar negeri. Pemerintah Indonesia telah melakukan banyak usaha 

untuk memberantas praktek korupsi, hal ini terlihat dari produk peraturan 

perundang-undangan nasional yang mengatur tentang Tindak Pidana Korupsi 

(TIPIKOR) adalah sebagai berikut: 

                                                             
2 Syahmin Ak., dkk, “Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama Timbal 

Balik Antar Negara,” Laporan Penelitian Fundamental Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

(Desember 2013), hlm. 6. 

3 Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada di Luar Negeri 

(Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” Indonesian 

Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 107. 
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1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 juncto Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

3.  Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. 

4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 juncto Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang 

(TPPU). 

Namun secara eksplisit dalam undang-undang tindak pidana korupsi di 

atas, tidak dikenal adanya istilah pengembalian aset (asset recovery) yang 

berada di luar negeri. 

Keterbatasan instrumen hukum nasional yang terjadi di hampir seluruh 

negara di dunia tidak terkecuali Indonesia, dalam hal mengadili pelaku tindak 

pidana korupsi dan pengembalian aset lintas negara membuat Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi resmi yang merupakan payung institusi 

internasional menggagas perlunya untuk sesegera mungkin melahirkan suatu 

konvensi yang menentang korupsi di dunia, dan membangun dialog komunitas 

dalam bentuk kerjasama internasional untuk bersama-sama menyelesaikan 

masalah korupsi.  

Sebagai wujud keseriusan tersebut, maka pada tanggal 9 Desember 2003 

bertempat di Merida, Mexico telah disepakati United Nations Conventions 
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Against Corruption (UNCAC), yang ditandatangani oleh 133 negara anggota 

PBB. Indonesia sendiri baru menjadi anggota UNCAC pada tanggal 18 

Desember 2003 dalam kapasitas sebagai state party.  

Tujuan umum konvensi UNCAC ini adalah ; meningkatkan tindakan 

pencegahan dan pemberantasan korupsi; meningkatkan kerjasama internasional 

(pengembalian aset/asset recovery yang berada di luar negeri); meningkatkan 

integritas, akuntabilitas, dan manajemen publik dalam tata kelola kekayaan 

negara.4 

UNCAC mengatur pengembalian aset dalam Bab V yaitu Pasal 51 

sampai dengan Pasal 58 tentang Asset Recovery dan pada Bab VII tentang 

Mekanisme-Mekanisme Pelaksanaan. UNCAC telah membuat terobosan besar 

mengenai Asset Recovery yang meliputi sistem pencegahan dan deteksi hasil 

tindak pidana korupsi, sistem pengembalian aset secara langsung dan kerjasama 

secara internasional untuk tujuan perampasan. Ketentuan esensial yang teramat 

penting dalam konteks ini adalah ditujukan khusus terhadap pengembalian aset 

- aset hasil korupsi dari Negara Diminta (custodial state) kepada negara asal 

atau negara korban (country of origin) aset korupsi. Prinsipnya, bahwa 

                                                             
4 Syahmin Ak., dkk, “Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui  Kerjasama Timbal 

Balik Antar Negara,” Laporan Penelitian Fundamental Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

(Desember 2013), hlm. 8. 
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penanganan tindak pidana transnasional memerlukan kerjasama dengan negara 

lain.5 

Indonesia meratifikasi UNCAC pada tanggal 18 April 2006 dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in Criminal Matters) di singkat 

MLA6. Kerjasama ini bertujuan untuk membantu dalam proses penyidikan, 

penuntutan,dan pemeriksaan di sidang peradilan pidana termasuk pengusutan, 

penyitaan, dan pengembalian aset hasil kejahatan berdasarkan atas hukum 

nasional negara diminta. 

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang 

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance in 

Criminal Matters) tersebut, Indonesia membuat perjanjian Mutual Legal 

Assistance  baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral dengan 

negara-negara lain. Adapun secara bilateral Indonesia memiliki perjanjian 

                                                             
5 Ika Yuliana Susilawati, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri 

Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance),” Journal IUS Universitas Negeri 

Mataram, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 140. 

6 Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri 

(Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” Indonesian 

Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol. 1 No. 1 (November 2016), hlm. 111. 
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bantuan timbal balik masalah pidana dengan negara Australia,7 China,8 Korea 

Selatan,9 Hongkong SAR,10 serta India.11 

Perjanjian Bantuan Timbal Balik antara Singapura dengan Indonesia 

diatur dalam perjanjian multilateral skala regional bersama dengan sejumlah 

negara-negara anggota Associations of Southeast Asian Nation (ASEAN) 

melalui ratifikasi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan 

Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. Perjanjian Bantuan 

Timbal Balik tersebut mewajibkan para pihak untuk memberlakukan upaya-

upaya bantuan timbal balik seluas apapun satu sama lain, dan terkait pada 

legislasi negara diminta. Perjanjian ini mencakup berbagai jenis Mutual Legal 

                                                             
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian 

Antara Republik Indonesia dan Australia  Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 

(Treaty Between The Republic Of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal 

Matters). 

8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pengesahan Perjanjian 

Antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat China Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia and The People’s Republic Of China 

on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters).  

9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian 

Antara Republik Indonesia dan Republik Korea Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana (Treaty Between The Republic Indonesia and The Republic Of Korea on Mutual 

Legal Assistance in Criminal Matters). 

10 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengesahan 

Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus 
Hong Kong Republik Rakyat China Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana 

(Agreement Between The Goverment Of The Republic Of Indonesia and The Hong Kong Special 

Administrative Region Of The People’s Republic Of China Concerning Mutual Legal Assistance in 

Criminal Matters). 

11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian 

Antara Republik Indonesia dan Republik India Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah 

Pidana (Treaty Between The Republic Of Indonesia and The Republic Of India on Mutual Legal 

Assistance in Criminal Matters). 
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Assistance yang biasanya ditemukan dalam perjanjian-perjanjian bilateral, 

misalnya hal-hal terkait pengambilan bukti, pencarian, dan penyitaan aset.12 

Salah satu ruang lingkup dari perjanjian tingkat regional ini yaitu 

pemblokiran dan penyitaan harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana 

yang dapat disita atau dirampas. Ketentuan ini memiliki konsekuensi yaitu 

apabila terdapat harta hasil kejahatan dari negara korban pada yurisdiksi negara 

lain yang dimana negara-negara tersebut sama-sama merupakan negara anggota 

ASEAN, maka permintaan untuk dilakukannya perampasan pun dilakukan.13 

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters dan 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan 

Timbal Balik Dalam Masalah Pidana menjadi harapan dalam memberantas 

korupsi yang sangat merugikan bagi negara Indonesia. Hal ini tentu bukan tanpa 

alasan, bahwa seperti diketahui terhitung hingga Januari 2020 terdapat 23 

koruptor yang pernah melarikan diri dan membawa serta hasil korupsinya ke 

negara Singapura.14 Terdapat tiga alasan utama yang menjadikan Singapura 

sebagai negara pelarian favorit para koruptor Indonesia ; pertama, menurut 

                                                             
12 Ika Yuliana Susilawati, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi di Luar Negeri 

Melalui Bantuan Timbal Balik (Mutual Legal Assistance),” Journal IUS Universitas Negeri 

Mataram, Vol. IV No. 2 (Agustus 2016), hlm. 138-140. 

13 Ibid., hlm. 141. 

14 Ahmad Naufal Dzulfaroh, “Daftar 23 Buronan Korupsi yang Pernah Melarikan Diri ke 

Singapura,”http://www.kompas.com/tren/komnetar/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-

korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura, akses 17 Desember 2020. 

 

http://www.kompas.com/tren/komnetar/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura
http://www.kompas.com/tren/komnetar/2020/01/16/132644665/daftar-23-buronan-korupsi-yang-pernah-melarikan-diri-ke-singapura
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pengamat Hukum Internasional dari Universitas Indonesia Hikmahanto 

Juwana, letak georafis Singapura yang berdekatan dengan Indonesia serta 

kemudahan akses keluar masuk sebab Singapura menerapkan bebas visa bagi 

pendatang Indonesia. Kemudahan akses keluar masuk ini belum tentu 

didapatkan jika mereka memilih pergi ke negara anggota ASEAN lainnya;15 

kedua, Singapura tidak mewajibkan perusahaan EPC (Exempt Private 

Company) di audit tahunan apabila omzetnya kurang dari 5 juta SGD. Ketiadaan 

audit tersebut menjadi celah koruptor menginvestasikan uang hasil korupsinya 

atas nama perusahaan EPC dan ada iming-iming bisa mendapat permanent 

resident jika mereka berinvenstasi di perusahaan Singapura;16 ketiga, adanya 

perlindungan dari Singapura bagi mereka yang menanamkan asetnya. 

Keuntungan mendapat devisa besar menjadi alasan.17 Hal ini berarti, walau 

terbukti korupsi di Indonesia tetapi di lain sisi mereka bisa menggerakan 

ekonomi di Singapura. 

Ketentuan pelaksanaan dalam perjanjian Mutual Legal Assistance  

melibatkan lebih dari satu instansi negara, yaitu Kepolisian Negara Republik 

Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (central authority), dan 

                                                             
15Https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/07/22/06562758/-

Nasional?amp=1&page=3, akses 06 Februari 2021. 

16 Https://www.singapore-visa.net/investor-resource/singapore-investor-visa/, akses 06  

Februari 2020. 

17 Https://www.offshorecompany.com/company/singapore-epc/, diakses 6  

2021.  

https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/07/22/06562758/-Nasional?amp=1&page=3
https://amp.kompas.com/nasional/read/2011/07/22/06562758/-Nasional?amp=1&page=3
https://www.singapore-visa.net/investor-resource/singapore-investor-visa/
https://www.offshorecompany.com/company/singapore-epc/
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Kementerian Luar Negeri. Banyaknya keterlibatan instansi menyebabkan 

kompleksitas dalam pelaksanaan MLA yang menimbulkan kelambanan dalam 

proses pengembalian aset koruptor. Untuk itu diperlukan upaya Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (central 

authority) untuk mengurai masalah-masalah yang ditimbulkan. Namun dalam 

UU MLA tidak disebutkan secara detail mengenai upaya apa saja yang 

diperkenankan serta parameter sebagai tujuan yang hendak dicapai, sehingga 

hal ini menimbulkan ketidakpastian karena antara negara-negara ASEAN 

terutama Singapura memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia 

yang tentu diperlukan treatment khusus. 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk membahas 

topik dengan judul Pemindahan Aset Koruptor dari Singapura ke  Indonesia 

Melalui Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal 

Assistance In  Criminal  Matters).  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pemindahan aset koruptor melalui bantuan 

timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in 

criminal matters)?. 



10 
 

 
 

2. Bagaimana proses pelaksanaan bantuan timbal balik dalam masalah 

pidana (mutual legal assistance in criminal matters) untuk 

pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia ?. 

3. Apakah pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia 

melalui bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal 

assistance in criminal matters) telah sesuai dengan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal 

Balik Dalam Masalah Pidana dan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on 

Mutual Legal Assistance in Criminal Matters ?. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dan kegunaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaturan pemindahan aset koruptor melalui 

bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance 

in criminal matters). 

b. Untuk mengetahui proses pelaksanaan pemindahan aset koruptor 

dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam 

masalah pidana. 

c. Untuk menganalisis kesesuaian pemindahan aset koruptor dari 

Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal balik dalam masalah 
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pidana dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang 

Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi dan wawasan kepada akademisi berupa ilmu pengetahuan 

khususnya bidang hukum pidana. 

b. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah referensi dan acuan 

bagi akademisi untuk melakukan penelitian berikutnya di waktu 

yang akan datang. 

 

D. Telaah Pustaka 

Sebelum melakukan penelitian, penulis melakukan telaah pustaka untuk 

menghindari persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. 

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada karya ilmiah berupa jurnal, 

skripsi, artikel ataupun literatur yang terkait lainnya terdapat kemiripan namun 

berbeda dalam segi kajian dan analisa yang penulis lakukan pada penelitian ini. 

Adapun karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, artikel ilmiah yang ditulis oleh I Made Regianandya Mahayasa 

yang berjudul Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Singapura Sebagai 
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Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia Di Singapura18 membahas 

tentang kesulitan Indonesia dalam mengembalikan koruptor dari Singapura 

dikarenakan perjanjian eksradisi antara kedua negara tersebut belum 

diratifikasi. Dalam artikel ilmiah ini juga menganalisis penyebab perjanjian 

ekstradisi antara Singapura dan Indonesia sampai saat ini belum diratifikasi 

disebabkan perbedaan sistem hukum antara kedua negara tersebut. Perbedaan 

ini membuat Pemerintah Indonesia kesulitan untuk mewujudkan pemberantasan 

korupsi yang maksimal. Pengadilan Singapura bisa membatalkan permohonan 

untuk membawa koruptor keluar dari negaranya dengan alasan ketetapan 

putusan pengadilan. Dalam sistem Kontinental, undang-undang atau kodifikasi 

dijadikan sebagai hukum utama. Dalam sistem Anglosaxon, preseden (putusan 

pengadilan sebelumnya) dan kebiasaan sebagai sumber hukum utama. Sistem 

Anglosaxon menempatan pengadilan sebagai pihak yang menentukan bisa atau 

tidaknya seseorang diekstradisi. Dalam hal ini tampak bahwa objek dan pokok 

bahasan yang penulis lakukan memiliki perbedaan, yaitu penulis membahas 

terkait pengembalian aset koruptor dari Singapura ke Indonesia dan tidak 

terpusat pada pengembalian pelaku korupsinya. Selain itu perbedaan lainnya 

mengenai analisis, bahwa penulis menganalisis tentang kesesuaian proses 

pelaksanaan pemindahan aset korupsi dari Singapura ke Indonesia dengan dua 

peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 

tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana dengan Undang-undang 

                                                             
18 I Made Regianandya Mahayasa, “Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Singapura 

Sebagai Upaya Pengembalian Pelarian Koruptor Indonesia di Singapura,” Artikel Ilmiah Fakultas 

Hukum Universitas Brawijaya Vol. 2:1 (2012). 
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Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance 

in Criminal Matters). 

Kedua, artikel yang ditulis oleh Ridwan Arifin, Indah Sri Utari, dan 

Herry Subondo dengan judul Upaya Pengembalian Aset Korupsi Yang Berada 

di Luar Negeri (Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan 

Korupsi di Indonesia19 mengkaji tentang lembaga-lembaga negara yang 

berperan dalam upaya pengembalian aset korupsi yang berada di luar negeri 

yaitu: Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, National Central 

Bereu (NCB) Interpol Indonesia, Central Authority Direktorat Jenderal 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM , serta Direktorat 

Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri. Selain 

itu pada pelaksanaan upaya pengembalian aset hasil korupsi dari luar negeri, 

banyak sekali kendala yang dihadapi pada tataran pelaksanaan lapangan. 

Terkait dengan substansi hukum (legal substance), hambatan yang ditemukan 

adalah aturan perundang-undangan yang belum memadai, sistem hukum yang 

berbeda antara Indonesia dan negara yang bersangkutan, minimnya kapasitas 

aparat penegak hukum terutama putusan hakim yang tidak menyebutkan secara 

jelas besaran aset yang akan dirampas dan lokasi aset (rekening) yang akan 

disita. Dalam artikel ini lebih menekankan pada urgensi masing-masing 

lembaga negara yang turut serta dalam upaya pengembalian aset diluar negeri, 

sehingga perbedaan dari penelitian ini adalah penulis tidak hanya mengacu pada 

                                                             
19 Ridwan Arifin dkk, “Upaya Pengembalian Aset Korupsi yang Berada di Luar Negeri 

(Asset Recovery) Dalam Penegakan Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia,” Indonesian 

Journal Of Criminal Law Studies (IJCLS), Vol. 1:1 (November 2016). 
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lembaga - lembaga negara tersebut, namun membahas mekanisme dan 

ketentuan pengembalian aset dari luar negeri ke Indonesia tersebut dengan 

negara yang lebih spesifik yaitu negara Singapura. 

Ketiga, penelitian fundamental yang ditulis oleh Syahmin AK., Malkian 

Elvani, dan Henny Yuningsing, dengan judul Pengembalian Aset Negara Hasil 

Tipikor Melalui Kerjasama Timbal Balik Antar Negara20 mengkaji tentang 

mekanisme dan ketentuan bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual 

legal assistance in criminal matters) serta lembaga-lembaga yang bertanggung 

jawab atas bantuan timbal balik tersebut. Kemudian dipaparkan pula analisis 

mengenai perbandingan antara perjanjian bantuan timbal balik dengan 

perjanjian ekstradisi. Dengan demikian yang menjadi perbedaan dengan 

penelitian ini terletak pada analisis. Penulis menitikberatkan pada analisis 

pelaksanaan daripada MLA.  

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Sulaeman dengan judul Efektifitas 

Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal Assistance In 

Criminal Matters) ; Studi Kasus Pemulangan Koruptor yang Melarikan Diri ke 

Luar Negeri21 mengkaji tentang peran lembaga pusat negara dalam 

mengimplementasikan secara maksimal bantuan timbal balik tersebut kepada 

negara lain terhadap pemulangan koruptor. Lebih lanjut dijelaskan mengenai 

                                                             
20 Syahmin AK., dkk, “Pengembalian Aset Negara Hasil Tipikor Melalui Kerjasama 

Timbal Balik Antar Negara,”Jurnal Penelitian Fundamental, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya 

(Desember 2013). 

21 Sulaeman, “Efektifitas Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (Mutual Legal 

Assistance In Criminal Matters) ; Studi Kasus Pemulangan Koruptor Yang Melarikan Diri Ke Luar 

Negeri,” Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alaudin Makassar (2015). 
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kendala diplomatik yang menjadi penghambat efektifitas. Perbedaan dengan 

penelitian ini, penulis lebih spesifik konsentrasi terhadap negara Singapura 

dalam melakukan bantuan timbal balik dengan negara Indonesia mengenai aset 

koruptor, dan mengkaji tentang kesesuaian pelaksanaan MLA dengan UU RI 

Nomor 1 Tahun 2006 dan UU RI Nomor 15 Tahun 2008. 

 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Utilitarianisme Hukum 

Menurut teori utilitarianisme hukum bahwa peraturan hukum sebagai  

alat  untuk mencapai keadilan sehingga terwujud kemanfaatan yaitu 

kebahagiaan  publik. Seperti namanya yang bermakna manfaat, aliran ini 

mengedepankan asas kemanfaatan hukum. Kemanfaatan dalam konteks ini 

adalah kebahagiaan yang dirasakan masyarakat dari hukum yang diciptakan. 

Prinsipnya adalah bahwa manusia akan melakukan tindakan untuk 

mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan 

dan diupayakan untuk diterapkan pula dalam bidang hukum. Konklusinya, 

hukum atau undang-undang yang baik adalah yang mampu memberikan 

kebahagiaan atau manfaat bagi bagian terbesar masyarakat. Penilaian baik 

buruknya suatu peraturan perundang-undangan dinilai dari seberapa mampu 
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hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.22 Prinsip-prinsip dasar 

teori utilitarianisme hukum adalah sebagai : 

a. Hukum harus memberikan kebahagiaan kepada individu-individu, 

“the greatest happines of the greatest number” (kebahagiaan 

sebesar-besarnya untuk banyak-banyak orang). 

b. Prinsip itu harus ditetapkan secara kualitatif, karena kualitas 

kesenangan selalu sama. 

c. Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat, maka 

perundang-undangan harus mencapai empat tujuan : 

1.) To provide subsistence (untuk memberi nafkah hidup), 

2.) To provide abundance (untuk memberikan nafkah makanan 

berlimpah), 

3.) To provide security (untuk memberikan perlindungan), 

4.) To provide equity (untuk mencapai persamaan). 

Undang-undang yang dihasilkan harus memuat empat tujuan tersebut. 

Oleh karena itu undang-undang harus membentuk hukum yang adil bagi 

segenap warga masyarakat secara individual. Lebih lanjut bahwa keberadaan 

negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk mencapai manfaat yang 

hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat.23 

                                                             
22 Farkhani, S.HI., S.H., M.H dkk, Filsafat Hukum ; Paradigma Modernisme Menuju 

Postmodernisme, (Solo: Kafilah Publishing, 2018), Hlm 90. 

23 Kamarusdiana, Filsafat Hukum, (Jakarta: Uin Jakarta Press, 2018), hlm. 73. 
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2. Teori Yurisdiksi 

Menurut Yudha Bhakti Ardhiwisastra, yurisdiksi adalah kewenangan 

untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara berdaulat dan ini 

merupakan implementasi kedaulatan negara sebagai yurisdiksi negara dalam 

batas-batas wilayahnya akan tetap melekat pada negara berdaulat.24 

Setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi 

kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi tidak 

bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat 

internasional.25  Ada empat prinsip yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi 

negara yang terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni: 

a. Yurisdiksi Teritorial baik subyektif maupun obyektif (teritorial yang 

diperluas), menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku atas orang, 

perbuatan, dan benda yang ada di wilayahnya maupun di luar 

wilayahnya atau di luar negeri. 

b. Yurisdiksi Individu (personal) baik active nationality maupun 

passive nationality, yaitu bahwa negara memiliki yurisdiksi atas 

warga negaranya di dalam wilayahnya maupun negara mempunyai 

kewajiban melindungi warga negaranya di luar negeri. 

                                                             
24 Yudha Bhakti Ardhiwisastra, Imunitas Kedaulatan Negara di Forum Asing, (Bandung: 

Alumni, 1999), hlm. 16. 

25 Ibid., hlm. 8. 
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c. Yurisdiksi Perlindungan (protective), yaitu bahwa setiap negara 

memiliki yurisdiksi atas kejahatan terhadap keamanan dan 

kepentingan negara. 

d. Yurisdiksi Universal, yaitu setiap negara mempunyai yurisdiksi atas 

kejahatan  jure gentium, kejahatan terhadap umat orang yang diakui 

secara universal, seperti pembajakan (hijacking), perompakan 

(piracy), agresi, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan (crime 

against humanity), dan kejahatan terhadap perang (war crime). 

Lebih lanjut, ada dua asas yang digunakan untuk melandasi yurisdiksi 

negara terkait dalam hubungannya dengan hukum internasional, yakni; 

a. Asas Teritorial, yang menetapkan bahwa yurisdiksi negara berlaku 

atas orang, benda, dan perbuatan yang ada di wilayahnya. 

b. Asas Teritorial yang diperluas, yang menetapkan bahwa yurisdiksi 

negara kecuali berlaku atas orang, benda, dan perbuatan yang ada di 

wilayahnya, juga berlaku orang, benda, dan perbuatan yang terkait 

dengan negara tersebut yang ada di luar wilayahnya.26 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah library 

research atau penelitian pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan 

                                                             
26 Ibid., hlm. 9-10. 
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jalan membaca dan menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan judul, 

yang kebanyakan terdapat di perpustakaan-perpustakaan kemudian mengambil 

hal-hal yang dibutuhkan baik secara langsung maupun saduran.27 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini bersifat 

deskriptif analitik. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah dan 

mendeskripsikan masalah yang menjadi objek kajian penelitian ini yaitu 

ketentuan dan mekanisme pengembalian aset koruptor dari Singapura ke 

Indonesia dan tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan 

serta menganalisis berdasarkan hukum positif yang berlaku.28 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan yuridis normatif, yang mendasarkan analisisnya pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan permasalahan hukum 

yang menjadi fokus penelitian.29 

4. Teknik Pengumpulan Data 

                                                             
27 Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2020), hlm. 26. 

28 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2006), hlm. 58. 

29Kornelius Benuf dan Muhammad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum Sebagai 

Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, (Semarang: Universitas Diponegoro, 

2020), hlm. 24. 
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Dalam penelitian yuridis normatif yang dikaji adalah data sekunder, 

dengan demikian data sekunder dalam penelitian ini meliputi bahan hukum 

primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer, bersumber dari bahan hukum yang diperoleh 

langsung dan akan digunakan dalam penelitian ini yang merupakan 

bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis30, 

yaitu: United Nations Convention Agains Corruption (UNCAC) 

2003 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi, 

Association Of Southeast Asian Nation Mutual Legal Assistance 

Treaty 2004 (ASEAN MLA Treaty), Undang-undang  Nomor 7 

Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Agains 

Corupption 2003 (Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003), 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Hukum Acara 

Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 15 Tahun 2008 

Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance In Criminal Matters 

(Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana), 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal 

Balik Dalam Masalah Pidana. 

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan 

penjelasan atau membahas lebih lanjut hal-hal yang akan diteliti 

pada bahan-bahan hukum primer. Terdiri atas buku-buku (text book) 

                                                             
30Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 14. 
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yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat 

sarjana hukum, serta yurisprudensi. 

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan beberapa kamus lain 

yang relevan.31 

5. Analisis Data 

Analisis data yang penulis lakukan dengan cara mengumpulkan bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier maupun bahan 

hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian penulis 

menganalisis secara kualitatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma 

hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dari 

hasil analisis tersebut diolah yang kemudian dinyatakan secara deskriptif dan 

terakhir penulis menguraikannya secara sistematis baik mengenai ketentuan 

pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia juga hambatan yang 

dihadapi. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

                                                             
31 Ibid., hlm. 15. 
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Sistematika pembahasan dimaksudkan untuk menguraikan pembahasan 

terkait penelitian ini secara sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri 

dari lima bab, sebagai berikut: 

Bab pertama, adalah BAB I berisi pendahuluan yang membahas tentang 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, 

kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua, adalah BAB II berisi pembahasan tentang teori 

utilitarianisme dan teori yurisdiksi. 

Bab ketiga, adalah BAB III berisi pembahasan tentang ketentuan dan 

mekanisme pemindahan aset koruptor dari negara Singapura ke negara 

Indonesia melalui bantuan balik masalah pidana (mutual legal assistance in 

criminal matters). Pembahasan ini diawali dengan pengertian bantuan timbal 

balik masalah pidana, aturan-aturan yang berkaitan dengan bantuan timbal balik 

masalah pidana, serta mekanisme bantuan timbal balik masalah pidana. 

Bab keempat, adalah BAB IV berisi analisis mengenai penerapan 

ketentuan bantuan timbal balik masalah pidana. 

Bab kelima, adalah BAB V berisi penutup, meliputi kesimpulan dari 

hasil penelitian ini serta saran sebagai rekomendasi untuk penelitian 

selanjutnya.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tersebut penulis berkesimpulan bahwa : 

1. Pengaturan pemindahan aset koruptor melalui bantuan timbal balik dalam 

masalah pidana dimulai dari pelacakan/penelusuran (tracing), 

pemblokiran/pembekuan, perampasan, dan yang terakhir pengembalian 

serta pemindahan aset. Pengaturan melalui Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengesahan Treaty on Mutual 

Legal Assistance in Criminal Matters dan Undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam 

Masalah Pidana pada dasarnya memiliki isi yang sama, ini dikarenakan 

orientasi keduanya berasal dari ketentuan-ketentuan dalam UNCAC. Dalam 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2006, prosedural pengaturan kekhususan 

pemindahan/perampasan aset hanya terdapat pada Pasal 22 dan Pasal 23. 

Pada kedua pasal tersebut dikatakan bahwa Jaksa Agung mengajukan 

permohonan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku otoritas 

pusat (central authority) untuk meneruskan permintaan bantuan kepada 

Negara Diminta. Permohonan ini diajukan setelah adanya putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) yang salah satu 

amarnya memerintahkan perampasan aset terhadap barang sitaan, pidana 
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denda, atau pembayaran uang pengganti kepada Negara Diminta. Dalam 

Pasal 22 dan Pasal 23 memang tidak disebutkan kewenangan Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait kewenangannya untuk 

mengajukan permintaan bantuan untuk menindaklanjuti putusan 

pengadilan, tetapi pada Pasal 9 dijelaskan secara tegas bahwa terkait tindak 

pidana korupsi dapat diajukan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. 

2. Secara keseluruhan proses pelaksanaan perampasan hingga akhirnya 

pemindahan aset antara Indonesia dan Singapura terkait hasil tindak pidana 

korupsi, pertama-tama Kejaksaan Agung RI/Komisi Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi (KPK) setelah adanya putusan pengadilan yang memiliki 

kekuatan hukum tetap yang salah satu amar putusannya menghendaki 

adanya perampasan aset hasil tindak pidana korupsi mengajukan 

permintaan MLA kepada Kemenkumham selaku central authority untuk 

diteruskan kepada Atthorney General’s (Kejaksaan Agung) Singapura 

sebagai Negara Diminta. Selanjutnya, Singapura memproses dan dapat 

melakukan upaya untuk mengetahui keberadaan, menemukan, memblokir, 

membekukan, menyita atau merampas harta kekayaan untuk kemudian aset 

tersebut diberikan kepada Indonesia sebagai Negara Peminta, namun 

dengan syarat bahwa Indonesia harus menyediakan semua informasi yang 

dibutuhkan oleh Singapura. Kemudian terhadap harta kekayaan hasil tindak 

pidana korupsi yang telah dirampas tersebut, Singapura akan menyerahkan 

kepada Indonesia bagian yang disepakati setelah dikurangi biaya dan 
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pengeluaran yang dikeluarkan oleh Singapura dalam rangka pelaksanaan 

perintah perampasan. Walaupun tidak ada data pasti dan masih minimnya 

informasi yang ditampilkan ke publik mengenai jumlah, nama-nama 

koruptor, serta proses pelaksanaan MLA khususnya dalam hal pelacakan 

hingga perampasan serta pemindahan aset dari Singapura ke Indonesia baik 

dari KPK maupun instansi terkait lainnya, namun setidaknya indikasi 

keberhasilan pelaksanaan MLA pada konteks ini Indonesia sebagai Negara 

Peminta dapat dilihat dari dua kasus yang sempat menggemparkan publik, 

yaitu kasus korupsi kementerian yang menyeret nama Nazaruddin Mantan 

Bendahara umum Partai Demokrat pada tahun 2012 yang total harta 

Muhammad Nazaruddin  di Singapura senilai USD 5 juta, 2 juta Euro, dan 

SGD 3 juta, namun belum semua aset dirampas serta dipindahkan ke 

Indonesia Selanjutnya kasus korupsi SKK Migas Rudi Rubiandini. yang 

merupakan mantan Kepala BUMN. Total SGD 200 Ribu milik Rudi yang 

berada di Singapura berhasil dirampas dan dipindahkan ke dalam negeri atas 

kerjasama serta perjalanan perampasan yang cukup panjang antara KPK 

dengan CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureu) Singapura.32  

3. Pelaksanaan pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia telah 

sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pengesahan Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters 

dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang 

                                                             
32 https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/pertama-kali-dalam-sejarah-kpk-

kembalikan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri-1tssjsRyiSM, akses 3 April 2021. 

https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/pertama-kali-dalam-sejarah-kpk-kembalikan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri-1tssjsRyiSM
https://m.kumparan.com/amp/kumparannews/pertama-kali-dalam-sejarah-kpk-kembalikan-aset-hasil-korupsi-dari-luar-negeri-1tssjsRyiSM
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Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana. Walaupun begitu, 

pelaksanaan pemindahan aset koruptor ini tidak lepas dari hambatan-

hambatan yang menyertainya yang menimbulkan menjadi tidak efektif. 

Hambatan-hambatan tersebut dibagi menjadi dua, yakni hambatan intern 

(dari dalam negeri) antara lain, buruknya kinerja dan lemahnya koordinasi 

antar institusi/lembaga terkait, serta tugas central authority hanya bersifat 

administrasi. Hambatan ekstern (dari negara Singapura) antara lain, sistem 

hukum yang berbeda, tidak berlaku surut (non-retroative), perlindungan 

dari Singapura bagi mereka yang menanamkan asetnya, waktu yang 

dibutuhkan relatif lama dikarenakan dua faktor pertama, Aset yang 

berbentuk barang harus dicairkan ke dalam bentuk uang yang diberikan 

kuasa kepada pengadilan Singapura sebagai Negara Diminta, baik barang 

tersebut dijual atau dilelang. Hal ini tentu membutuhkan waktu yang cukup 

lama. Kedua, Mengembalikan aset dari hasil kejahatan dalam ASEAN MLA 

Treaty adalah opsional atau tidak wajib. Selain itu seringkali adanya 

ketidaksepakatan tentang pembagian aset antara Pemerintah Indonesia 

dengan Singapura. 

B. Saran 

Setelah penulis melakukan penelitian dan pengkajian terkait 

pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui bantuan timbal 

balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters) secara 

mendalam, penulis memiliki saran, diantaranya yaitu: 
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1. Instrumen hukum yang ada sekarang masih belum mencukupi untuk 

menuntaskan permasalahan pemindahan aset koruptor dari 

Singapura ke Indonesia karena masih belum spesifik pengaturannya. 

Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dari instrumen hukum 

tersebut maupun membuat peraturan perundang-undangan yang 

khusus tentang perampasan aset terutama yang berada di luar negeri.  

2. Pemindahan aset koruptor dari Singapura ke Indonesia melalui 

bantuan timbal balik dalam masalah pidana sangat diperlukan 

kerjasama yang solid antara lembaga/instansi terkait serta 

diperlukan juga perbaikan kinerjanya supaya proses pelaksanaan 

pemindahan aset berjalan efektif. 
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